BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam RPJPD Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025, sasaran pembangunan investasi adalah untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing. Kedua pendekatan tersebut merupakan daya tarik utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Bengkulu sehingga perlu menjadi fokus bahasan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021. Iklim investasi yang kondusif diperlukan untuk kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi, sedangkan daya saing daerah dibutuhkan agar para investor lebih tertarik berinvestasi di Provinsi Bengkulu dibandingkan di daerah-daerah lain yang memiliki potensi serupa.
Iklim investasi yang kondusif di Provinsi Bengkulu akan dicapai melalui peningkatan pelayanan aparatur yang berkaitan dengan perekonomian daerah, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:
1. Memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, serta terjaganya mekanisme keberlangsungan pasar.
2. Mengembangkan kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan kemajuan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non-deskriminatif.
3. Meningkatkan kualitas moral dan keimanan masyarakat melalui upaya-upaya pemahaman dan pengamalan ajaran agama di semua aspek kehidupan, baik tingkat keluarga maupun masyarakat, agar mampu menciptakan suasana kehidupan sehari-hari yang kondusif bagi investasi di wilayah Provinsi Bengkulu.
Peningkatan daya saing daerah dicapai dengan mendorong penanaman modal asing serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan infrastruktur pendukung yang memadai.  Daya saing daerah ditingkatkan melalui:
1. Mengembangkan pendidikan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang terkait produkvititas dalam pembangunan terutama terkait dengan investasi.
2. Melakukan transformasi perekonomian daerah dari berbasis keunggulan komparatif daerah menjadi berbasis keunggulan kompetitif.  Keunggulan kompetitif dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: penguasaan, penerapan dan inovasi IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan, serta mengelola SDA sesuai dompetensi dan keunggulan lokal.
3. Memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mendudukkan sektor industri sebagai penggerak pembangunan yang didukung oleh sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara efisien, modern dan berkelanjutan.
4. Membangun infrastruktur berkualitas pendukung investasi, meliputi infrastruktur bidang transportasi (jalan lintas barat Sumatera, feeder road utama, rel kereta, pelabuhan laut dan udara), bidang kelistrikan (diversifikasi sumber energi dan interkoneksi jaringan listrik se Sumatera), dan bidang informasi serta telematika (e-government, sistem informasi komoditi).  
Berangkat dari isu – isu strategis daerah yang tertuang dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 secara eksplisit mengamanatkan bahwa investasi dalam 5 (lima ) tahun ke depan akan diarahkan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan industri kerakyatan seperti pabrik – pabrik industri hilir pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan membuat sektor penanaman modal memiliki peran penting untuk menggerakkan laju perekonomian daerah.
Namun dalam rangka mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, Provinsi Bengkulu memiliki tantangan dimana Iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif yang ditandai dengan jenis, tingkat daya saing, nilai investasi yang masuk ke daerah masih cukup rendah, ditambah dengan tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun kedepan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional khususnya penanaman modal langsung. 
Dalam situasi seperti diuraikan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dihadapkan kepada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang–undangan. Arah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang sesuai dengan prioritas daerah dan nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja DPMPTSP (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 mengamanatkan arah kebijakan di bidang penanaman modal antara lain meningkatan promosi investasi yang berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional, meningkatkan dan memperbanyak sumber, jenis, dan nilai investasi baik dalam maupun luar negeri, debirokrasi prosedur investasi dari dalam maupun luar negeri, menjamin keamanan dan iklim bisnis yang menguntungkan. 
Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, arah kebijakan Pemerintah Daerah adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola birokrasi terutama peningkatan akuntabilitas pelayanan publik. Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan  partisipasi publik, perubahan pola pikir (mindset) aparatur terkait kualitas pelayanan publik, kepercayaan, integritas dan semangat kerja; transparansi dan akuntabilitas; orientasi ke masa depan, dan orientasi pada hasil kerja selain itu, penyedernahaan prosedur perizinan dan pengembangan layanan perizinan yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha perlu dilakukan guna mendukung optimalisasi pelayanan perizinan terpadu yang prima.
Visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP 2016 – 2021 nerupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 di bidang penanaman modal dan pelayanan publik dengan mempertimbangankan capaian dan evaluasi RENSTRA 2011 – 2015 serta target realisasi penanaman modal dan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada tahun 2015.

1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – undang RI Nomor : 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu, Lembaran Negara 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005  Tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);




13. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 96 Tahun 2012TentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2015TentangPedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordiansi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Tahun 2005 – 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2006 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
27. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 26).
28. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Bengkulu.
29. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ((DPMPTSP) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk Untuk penyempurnaan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah yang kredibel dan akuntabel sebagai upaya meningkatkan Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan tujuannya adalah :
a. Sebagai acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan; 
b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Provinsi Bengkulu; dan 
c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemeritah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 ini disusun dalam 7 (tujuh) bab, dimana pada: 
a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari Rencana Strategis; 
b. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi, menjelaskan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis; 
d. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, menjelaskan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; dan 
f. Bab VI Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2016 – 2021.
g. Bab VII Penutup.























BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu yang nerupakan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  mempunyai rincian fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal
3. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu daerah; 
4. Perumusan program dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
5. Pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. Pelaksanaan administrasi dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala DPMPTSP dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 8 (Delapan) Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Sekretariat
Sekretariat melaksanakan tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan Dinas;
b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Dinas;
c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas
d. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Dinas.
e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan kinerja dan Keuangan Dinas.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal  menyelenggarakan fungsi 
a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan dan pengembangan di bidang penanaman modal;
e. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
f. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha daerah melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
g. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
h. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

3. Bidang Promosi Penanaman Modal
Kepala bidang promosi penanaman modal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
c. Pengembangan Kerjasama investasi dalam rangka promosi penanaman modal;
d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal;
e. Perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan promosi penanaman modal;
g. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam melaksanakan tugas, Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
c. Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
d. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Pengolahan Data Dan Informasi
	Bidang pengolahan data dan informasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengolahan data serta membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang pengolahan data dan informasi menyelenggarakan fungsi:
a.	Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal;
b.	Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal;
c.	Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal;
d.	Pelaksanaan pemuktahiran data dan informasi penanaman modal;
e.	Pelaksanaan perumusan dan penyusunan tatacara pengembangan sistem informasi penanaman modal;
f.	Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal;
g.	Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I
	Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan I mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, dukcapil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa; Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan I menyelenggarakan fungsi:
a. Merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, dukcapil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
b. Mengkaji dan mengusulkan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, dukcapil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, dukcapil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
d. Merencanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, dukcapil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
e. Memberikan pelayanan perizinan non perizinan dan fasilitas penanaman modal sesuai dengan urusan kehutanan, dukcapil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, dukcapil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai

7. Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II
	Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan II mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan ukm, perdagangan,pertanian, peternakan & perkebunan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan II menyelenggarakan fungsi:
a. Merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan ukm, perdagangan,pertanian, peternakan & perkebunan;
b. Mengkaji dan mengusulkan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan ukm, perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan.
c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan ukm, perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan.
d. Merencanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan ukm, perdagangan,pertanian, peternakan & perkebunan.
e. Memberikan pelayanan perizinan non perizinan dan fasilitas penanaman modal sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan ukm, perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan.
f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan ukm, perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan.
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai

8. Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III
	Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan III mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, kominfo, kepemudaan & olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan III menyelenggarakan fungsi:
a. Merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, kominfo, kepemudaan & olahraga
b. Mengkaji dan mengusulkan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, kominfo, kepemudaan & olahraga
c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, kominfo, kepemudaan & olahraga
d. Merencanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, kominfo, kepemudaan & olahraga
e. Memberikan pelayanan perizinan non perizinan dan fasilitas penanaman modal sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, kominfo, kepemudaan & olahraga
f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, kominfo, kepemudaan & olahraga
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai

9. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan
	Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
b. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
c. Pelaksanaan perencanaan mekanisme pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
d. Penerimaan pengaduan, advokasi dan pelaporan atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu;
e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan terpadu satu pintu;
f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kinerja pelayanan terpadu satu pintu;
g. Pelaksanaan koordinasi, hubungan dan kerjasama dengan satuan-satuan kerja dalam lingkungan pemerintah daerah, dinas-dinas dan lembaga-lembaga lainnya terkait peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan terpadu satu pintu;
h. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP sampai dengan Unit Kerja Eselon 3 dapat dilihat pada Lampiran.

2.2 Sumber Daya Manusia
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai akhir tahun 2015 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 (satu) orang pegawai kontrak (data per 31 Desember 2015). Dan untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebanyak 35 orang yang terdiri dari 19 (dua puluh satu) orang laki-laki dan 16 (enam belas) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata pendidikan mulai dari SLTA hingga S-2. 
Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai dari SLTA, Diploma (D3) hingga Strata Tiga (S2). Rekapitulasi pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada Tabel 1.
Tabel.1
Rekapitulasi PNS Dinas Penamanan Modal Tahun 2015 Berdasarkan Pendidikan dan Unit Kerja
	No
	Pendidikan
	Unit Eselon II

	
	
	Sekretariat
	Bid.Promosi
	Bid. Datin
	Bid. Iklim
	Bid. Yansama
	Total BKPMD

	
	
	2014
	2015
	2014
	2015
	2014
	2015
	2014
	2015
	2014
	2015
	2014
	2015

	PNS

	1
	S2
	-
	1
	-
	 -
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	3
	5

	2
	S1
	10
	8
	3
	5
	6
	5
	5
	4
	5
	5
	29
	27

	3
	D3
	-
	1
	-
	 -
	  -
	-
	-
	-
	-
	-
	 -
	1

	4
	SLTA
	6
	6
	4
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	14
	12

	Jumlah PNS
	16
	16
	7
	7
	8
	8
	8
	6
	6
	6
	46
	45


Sumber: Bagian Umum, Sekretariat BKPMD, Tahun 2015







Gambaran kondisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai saat ini tahun 2015 sebagai berikut :
A. Kepegawaian
(1) Berdasarkan Distribusi Unit-unit Kerja
Tabel 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja
	Unit
	Jumlah Staf
	Persentase

	
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

	
1
	
2,85 %


	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

	12
	34,28 %

	Sub Bagian Tata Usaha

	
	

	Kepala Seksi Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

	4
	11,43 %


	Seksi Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

	
	

	Kepala Seksi Perizinan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

	3
	8,57 %

	Seksi Perizinan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

	
	

	Kepala Seksi Regulasi Perizinan dan Nonperizinan

	5
	
14,28 %

	Seksi Regulasi Perizinan dan Nonperizinan

	
	

	Kepala Seksi Pengaduan dan Kepuasan Masyarakat

	3
	8,57 %

	Seksi Pengaduan dan Kepuasan Masyarakat

	
	

	Kelompok Jabatan Fungsional

	7
	20 %

	
Jumlah Total
	
35
	
100 %



(2) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dengan Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu sebanyak 35 orang yang terdiri dari 19 (dua puluh satu) orang laki-laki dan 16 (enam belas) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata pendidikan mulai dari SLTA hingga S-2 seperti terlihat di tabel berikut :






Tabel 3 Status dan Strata Pendidikan Pegawai

	NO
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah 
	Persentase

	   1.
	Sarjana Strata 3 (S3)
	-
	-


	2.

	Sarjana Strata 2 (S2)

	2
	5,71 %

	3.
	Sarjana Strata 1 (S1)

	29
	82,86 %

	4.
	Sarjana Muda / Diploma (D3)

	2
	5,71 %

	5.
	SLTA Sederajat

	2
	5,71 %

	
	
Jumlah Total
	
35
	
100 %




	Berdasarkan Tabel 1, jumlah PNS sampai dengan tahun 2015, Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Penanaman Modal Provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibanding dengan Tahun 2014 yaitu sebesar 2.17 persen. Berkurangnya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Provinsi Bengkulu disebabkan oleh adanya Pegawai yang dialih tugaskan ke Satuan Kerja (SATKER) lain.   
	
	Dari 80 orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Lulusan Strata 2 (dua) berasal dari beberapa disiplin ilmu seperti Magister Hukum, Magister Manajemen dan Magister Sosial. Untuk lulusan strata 1 (satu), mayoritas terdiri dari disiplin ilmu ekonomi, hukum, sastra asing, ilmu komputer dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Sedangkan 26 persen sisanya merupakan lulusan SLTA umum/sederajat.
	
2.3 Sarana dan Prasarana
Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini DPMTPSP telah memiliki gedung kantor sendiri dengan 2 lantai di Jalan Batanghari No 108 Padang Harapan Bengkulu. Untuk Tahun 2015, telah dilaksanakan Kegiatan Renovasi gedung kantor dilaksanakan dalam rangka penggabungan 2 (dua) lembaga yaitu BKPMD Provinsi Bengkulu dan KP2T Provinsi Bengkulu menjadi DPMPTSP Provinsi Bengkulu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Pelaksanaan renovasi ini diperlukan mengingat gedung kantor DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang dibangun pada tahun 1991 seluas 458 M2 yang dibangun di atas area tanah seluas 2.700 M3,  saat ini belum memenuhi kriteria gedung untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan/nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP).
Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan renovasi gedung kantor dimaksud untuk menyediakan sarana dan prasarana yang representatif dengan mengacu pada standar pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, yaitu pemberian pelayanan yang sederhana, murah, transparan, bermanfaat bagi masyarakat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. 


2.4 KINERJA PELAYANAN URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
a. Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan 2011 – 2015.
Untuk menggerakkan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merancang berbagai program dan kegiatan yang masing-masing memiliki indikator kinerja. Kinerja ini dilihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan, terutama berdasarkan program-program yang ada pada Rencana Strategis sebelumnya, yaitu dari tahun 2011 hingga 2015, berupa:
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Sedangkan indikator kinerja utama pada Rencana Strategis 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:
1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN terpantau per tahun
2. Jumlah Nilai Rencana Investasi PMA dan PMDN per tahun
3. Persentase Laju Perkembangan Investasi per tahun
4. Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi per tahun
5. Jumlah Minat Investor Dalam dan Luar Negeri sebagai respon terhadap penyelenggaraan promosi per tahun
6. Jumlah Naskah Perjanjian di Bidang Penanaman Modal
7. Jumlah Realisasi Kerjasama Bidang Penanaman Modal
8. Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang mendukung peningkatan daya saing penanaman modal Per Tahun
9. Jumlah Kajian Penanaman Modal yang berkualitas dan mendukung kebijakan daerah per Tahun
10. Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi terkait penerapan kebijakan dan Ketentuan penanaman modal kepada Instansi terkait dan Masyarakat Dunia Usaha selama 1 tahun
11. Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur Bidang Penanaman Modal dalam 1 Tahun
12. Jumlah Sarana dan Prasarana Publikasi dalam 1 Tahun

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama DPMPTSP Provinsi Bengkulu, yang merupakan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) yang diukur dari Indikator Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN terpantau pertahun dan Jumlah Persetujuan Investasi PMDN/PMA yang diterbitkan. Kedua indikator tersebut diatas merupakan indikator untuk mengukur capaian sasaran “Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang didukung oleh efektifitas pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal”. Adapun pencapaian terhadap masing masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:
a. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA/PMDN (milyar rupiah) yang diukur dari Indikator Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN terpantau pertahun.


Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa Perkembangan PMA di Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan. Hal ini berbeda dengan perkembangan PMDN yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun perkembangannya perlahan dengan persentase laju investasi rata – rata sebesar 20%.

Perekonomian Bengkulu dibentuk oleh perkembangan sektor primer, yakni sektor pertanian yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor lain yang berkembang di Bengkulu adalah sektor industri pengolahan (20%) dan sektor jasa-jasa (17%).

Adapun beberapa faktor pendukung realisasi investasi PMA/PMDN adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya tingkat kepatuhan Investor dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala sehingga mempengaruhi kualitas data realisasi investasi. Selain itu, untuk menyajikan data LKPM secara berkala, Tim secara aktif telah turun ke lokasi perusahaan dan berkoordinasi dengan Instansi Penanaman Modal di Kab/Kota.
2. Tim BKPMD Provinsi Bengkulu dan Tim BKPM RI telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong tingkat kepatuhan penyampaian LKPM oleh para investor salah satunya dengan memberikan peringatan dan teguran serta pemberian sanksi berupa pencabutan ijin prinsip bagi investor yang tidak menyampaikan LKPM secara berkala.
3. Saat ini Ijin PMA/PMDN seluruh Indonesia sudah terintegrasi dan dapat diakses melalui Portal NSWI Website http://nswi.bkpm.go.id, sehingga memudahkan Tim dalam menghimpun dan menyajikan data rencana investasi per tahun.
4. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan kepada Perusahaan telah dilakukan dengan intens dan berkala, selain itu dukungan media informasi dan komunikasi dalam rangka rekonsiliasi data LKPM baik dengan dinas/instansi teknis dan pelaku usaha telah tersedia dalam bentuk sistem informasi terpadu penanaman modal.
Meskipun pencapaian indikator kinerja investasi periode 2011-2015 mengalami peningkatan dibanding periode lima tahun sebelumnya, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi Bengkulu yang antara lain sebagai berikut:
1. Lokasi Perusahaan yang Susah dijangkau membuat Tim sulit untuk mengumpulkan LKPM. Ditambah lagi sarana kendaraan dinas untuk lapangan sampai saat ini belum dimiliki oleh BKPMD Provinsi Bengkulu.
2. Masih kurang aktifnya aparatur penanaman modal di tingkat kabupaten/kota  dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal di wilayahnya sehingga masih banyak perusahaan yang belum secara aktif dan berkala menyampaikan LKPM. Selain itu di beberapa intansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota belum menganggarkan kegiatan terkait pengawasan dan pemantauan kegiatan penanaman modal di wilayahnya sehingga Tim Pengawasan dari BKPMD Provinsi Bengkulu mengalami kesulitan dalam melakukan klarifikasi data realisasi investasi PMA/PMDN.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan validasi data realisasi investasi, diperlukan kegiatan rekonsiliasi dengan Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK) agar diperoleh data yang sama, akurat dan terukur antara BKPMD Provinsi Bengkulu dan IPMK Kab/Kota di Provinsi Bengkulu.
4. Perlu melakukan kerjasama antara BKPMD Provinsi Bengkulu, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia  terkait dengan penyajian data investasi yang komprehensif dan terukur sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai kontribusi investasi PMA/PMDN terhadap PDRB Provinsi Bengkulu setiap tahunnya.
Selain perbaikan secara internal, kondisi lingkungan makro (eksternal) relatif belum sepenuhnya mendukung iklim berusaha di Provinsi Bengkulu. Studi Asia Competitiveness Institute, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore tentang peringkat daya saing provinsi – provinsi di Indonesia, Provinsi Bengkulu berada di Peringkat 27 dari 34 Provinsi. Provinsi Bengkulu rendah dalam semua indikator perhitungan daya saing, baik stabilitas ekonomi makro; perencanaan pemerintah dan institusi; kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja; serta kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur, sehingga perlu perbaikan komprehensif yang mampu menyentuh empat aspek ini. Dengan perbaikan daya saing, maka diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi di Provinsi Bengkulu.
b. Jumlah Persetujuan Investasi PMDN/PMA yang diterbitkan diukur dari indikator kinerja nilai rencana investasi PMA/PMDN terpantau pertahun.




Minat para investor menanamkan modalnya di Provinsi Bengkulu pada periode 2011-2015 terlihat jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) mencatat rencana investasi melalui SPIPISE ONLINE berupa pengajuan izin prinsip sejak awal Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015 telah mencapai Rp 3,5 triliun, dengan pertumbuhan rata – rata mencapai 17,90 % selama periode 2011-2015. Bila dibandingkan dengan rencana investasi pada periode RENSTRA sebelumnya, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 370,85%.
Pencapaian tersebut ditopang oleh kenaikan rencana investasi, baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Selama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015, rencana investasi PMA sebesar Rp 1.03 triliun meskipun mengalami kecenderungan menurun selama periode 2011-2015. 
Adapun rencana investasi PMDN pada periode yang sama mencapai sebesar Rp 2,4 triliun atau meroket 319,67 persen dibandingkan rencana investasi periode 2005-2010 yang hanya sebesar Rp. 777,749 Milyar dan cenderung meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata – rata mencapai 33,68% selama periode 2011-2015.
Kenaikan rencana investasi PMDN yang cukup tinggi, bahkan melebihi kenaikan PMA tersebut, mengindikasikan adanya keseimbangan antara komposisi PMA dan PMDN. Apalagi, persaingan untuk menarik investasi asing semakin ketat di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia tahun ini. Sehingga perlu lebih  mengintensifkan kegiatan pemasaran investasi.
Pencapaian sasaran indikator kinerja sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
a. Jumlah Kajian Penanaman Modal yang berkualitas dan mendukung kebijakan daerah 
Dalam rangka melaksanakan urusan terkait kebijakan penanaman modal melalui penyediaan   informasi peluang usaha sektor / bidang unggulan, DPMPTSP Provinsi Bengkulu telah menyusun 6 (enam) dokumen selama periode 2011-2015 sebagai berikut:
1. Penyusunan Project Profile Peluang Investasi Provinsi Bengkulu Tahun 2011
2. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) Bengkulu yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014.
3. Penyusunan Master Plan Potensi Investasi Provinsi Bengkulu Tahun 2014
4. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Minyak Goreng Tahun 2015.
5. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Sabun Tahun 2015
6. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Pengalengan Ikan Tahun 2015.
Pencapaian indikator jumlah kajian penanaman modal yang berkualitas dan mendukung kebijakan daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Daerah melalui Perencanaan dan Pemetaan Potensi Daerah yang terkoordinir serta Pengembangan Usaha Daerah yang unggul”. 
Pelaksanaan kajian ini melibatkan pihak ketiga yaitu tim peneliti dari Universitas Bengkulu dan Universitas Indonesia. Adapun faktor pendukung pencapaian target adalah sebagai berikut:
a.	Dilaksanakannya kerjasama berupa konsultansi penelitian yang melibatkan tim peneliti dari kalangan akademisi dan Dinas/Instansi terkait baik dari Universitas Bengkulu maupun dari Universitas Indonesia.
b.	Dukungan anggaran yang memadai.
Secara keseluruhan total persentase capaian sasaran “Meningkatnya Daya Saing Daerah melalui Perencanaan dan Pemetaan Potensi Daerah yang terkoordinir serta Pengembangan Usaha Daerah yang unggul” untuk periode 2011-2015 sebesar 100 persen. Pencapaian ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas data yang disajikan serta menjadi dasar dan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja tahun 2016-2021.
Dan untuk meminimalisir hambatan dan tantangan untuk mencapai sasaran ini ke depan, maka perlu ditetapkan langkah – langkah antisipatif merujuk dari kegiatan pada periode 2011-2015 ini. Adapun langkah – langkah tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Menjalin kerjasama secara resmi dengan dengan Dewan Riset Daerah (DRD),  kalangan akademisi dan tim ahli dari dinas/instansi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan kajian sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan dan kajian yang konprehensif dan valid.
2. Mendorong Dinas/Instansi baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait untuk melakukan penelitian potensi dan peluang investasi secara komprehensif sesuai dengan sektor yang menjadi urusannya.
3. Mengembangkan penelitian yang lebih mendalam secara sektoral dan dapat menyajikan data yang jelas dan akurat agar dapat menjadi referensi yang baik bagi calon investor.
4. Perlu dilaksanakan kajian yang mendalam terkait dengan evaluasi efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu terakhir sehingga dapat membantu pihak – pihak yang berkepentingan dalam menentukan strategi dan kebijakan kedepan.
5. Selain itu, kajian perlu diarahkan guna mendorong pelaksanaan pemerataan penanaman modal dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Untuk itu penanaman  modal dengan melibatkan dinas/instansi terkait perlu dilakukan guna menghasilkan hasil kajian yang terukur dan komprehensif.
6. Dalam hal peningkatan daya saing daerah, DPMPTSP Provinsi Bengkulu perlu melakukan penelitian secara komprehensif untuk mengukur indikator – indikator penunjang daya saing daerah dan memberikan rekomendasi strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan oleh stakeholder (Pemerintah Daerah) untuk menyusun program kerja ke depan.
7. Dukungan anggaran yang memadai sehingga kegiatan penelitian dan kajian di bidang penanaman modal dapat dilakukan secara maksimal. 
b. Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi per tahun, Jumlah Minat Investor Dalam dan Luar Negeri sebagai respon terhadap penyelenggaraan promosi per tahun., Jumlah Naskah Perjanjian di Bidang Penanaman Modal dan Jumlah Realisasi Kerjasama Bidang Penanaman Modal.
	Uraian
	Satuan
	Target 
RENSTRA
	Realisasi
	Capaian % 2015

	
	
	
	Th. 2015
	

	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi Pertahun
	Pameran
	20 Kali
	17 Kali
	85

	Jumlah Minat Investor Dalam dan Luar Negeri sebagai Respon terhadap penyelenggaraan Promosi
	Minat
	3 Minat
	3 Minat
	100

	Jumlah Naskah Perjanjian di Bidang Penanaman Modal
	Naskah 
	3 Mou
	2 Mou
	66,67

	Junlah Realisasi Kerjasama Bidang Penamanan Modal
	Proposal Proyek
	2 Proposal Proyek
	2 Proposal Proyek
	100

	Persentase Capaian Sasaran ini adalah 
	87,91 %



4 (empat) indikator tersebut diatas merupakan indikator dalam mendukung capaian kinerja sasaran“Meningkatnya Minat dan Kerjasama investasi melalui efektifitas promosi dan pengembangan kerjasama antara instansi Pemeritah dan Dunia Usaha Daerah, Nasional dan Internasional”. Berpedoman kepada RUPM Provinsi Bengkulu, Pelaksanaan promosi investasi dilakukan dengan pendekatan 2 (dua) strategi yaitu melakukan promosi melalui berbagai media seperti promosi peluang investasi melalui media cetak seperti surat kabar, majalah dan baliho dan melalui media elektronik seperti televisi, radio dan internet seperti website, blog, serta media internet lainnya. Sedangkan strategi kedua yaitu melakukan interaksi langsung dengan pelaku usaha yakni berperan serta dalam berbagai even promosi di tingkat nasional maupun tingkat internasional dan pelaksanaan pekan promosi daerah dengan mengundang pelaku usaha nasional dan dari berbagai negara.
Dari 20 (dua puluh) pameran investasi yang ditargetkan selama periode 2011-2015, terealisasi sebanyakan 17 (tujuh belas) pameran investasi atau sebesar 85%. Efektifitas pelaksanaan pameran investasi diukur melalui realisasi ijin PMA/PMDN selama periode 2011-2015. Minat para investor menanamkan modalnya di Provinsi Bengkulu pada periode 2011-2015 terlihat jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. BKPMD Provinsi Bengkulu mencatat rencana investasi melalui SPIPISE ONLINE berupa pengajuan izin prinsip sejak awal Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015 telah mencapai Rp 3,5 triliun, dengan pertumbuhan rata – rata mencapai 17,90 % selama periode 2011-2015. Bila dibandingkan dengan rencana investasi pada periode RENSTRA sebelumnya, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 370,85%.
Untuk itu ke depan, dukungan anggaran promosi penanaman modal dan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion) terarah dan inovatif perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan citra Provinsi Bengkulu sebagai upaya penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik sebagai salah satu tujuan investasi nasional dapat terwujud. Selain itu perlu peningkatan peran koordinasi penanaman modal dengan seluruh OPD yang terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
Agar minat investor terus tumbuh, diperlukan penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal. Bidang promosi secara proaktif perlu menindaklanjuti hasil dari kegiatan promosi dengan menyusun daftar minat investasi berdasarkan status minatnya agar didapat gambaran mengenai rencana prospek investasi ke depan dan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kebijakan terkait kemudahan melakukan investasi (ease to doing business in Bengkulu) di Provinsi Bengkulu bagi pemangku kepentingan dan stakeholder.
Untuk persentase indikator “Jumlah Naskah Perjanjian di Bidang Penanaman Modal” mencapai 66,67% persen, yang ditandai dengan penandatanganan MOU Kerjasama antara BKPMD Provinsi Bengkulu dengan BPMD Provinsi Jawa Tengah dan MOU Kerjasama Gubernur Bengkulu dengan 27 Investor PMA/PMDN di Provinsi Bengkulu dalam rangka mendorong kerjasama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha terkait pembinaan 1 investor dengan 1 desa di sekitar lokasi proyek PMA/PMDN. Penandatanganan MOU dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Komunikasi antara Pemerintah, Investor dan Masyarakat di 6 (enam) lokasi se-Provinsi Bengkulu. 
Meskipun telah mencapai target, namun ada beberapa hal yang masih menjadi catatan penting dalam penyusunan program ke depan, yang diantaranya sebagai berikut: 
1. Dalam rangka rencana pelaksanaan kerjasama bidang penanaman modal dengan Provinsi lain, telah dilakukan tindak lanjut penjajakan kerjasama di bidang penanaman modal di 2 (dua) Provinsi dan juga telah dilaksanakan pengajuan proposal kerjasama namun masih menunggu kesiapan dari 2 (dua) Provinsi yaitu D.I Yogyakarta dan Riau
2. Fasilitasi kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil telah dilaksanakan ditandai dengan pelaksanaan fasilitasi 2 UKM pada 2 event machmaking yaitu:
· Kegiatan Machmaking dengan mempertemukan UKM Kopi dengan calon investor di Osaka- Jepang
· Kegiatan Machmaking dengan mempertemukan UKM Kopi dan UKM Pengrajin Kulit Lantung dengan calon investor di Hanoi- Vietnam. Namun belum maksimal menghasilkan Naskah Kerjasama dikarenakan masih pada tahap penjajakan kerjasama awal.
Kegiatan Macthmaking perlu didorong untuk membangun aliansi agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut diharapkan dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.  Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
Untuk persentase “Jumlah Realisasi Kerjasama Bidang Penamanan Modal” telah tercapai sebesar 100 persen dengan ditandai oleh pengajuan 2 (dua) usulan proyek kerjasama yaitu Proposal Kerjasama “Program Magang Taruna Tani ke Thailand” pada forum kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand melalui Kementerian Pertanian pada Pertemuan Working Group Agriculture, Agro-based industry and Environtment di Penang – Malaysia pada bulan agustus 2015 dan telah masuk pada rencana implementasi 2017-2019 (Rolling Pipeline 2017-2019) dan Proposal Pariwisata melalui Kementerian Pariwisata.
Secara keseluruhan total persentase capaian sasaran “Meningkatnya Minat dan Kerjasama investasi melalui efektifitas promosi dan pengembangan kerjasama antara instansi Pemeritah dan Dunia Usaha Daerah, Nasional dan Internasional” untuk periode 2011-2015 sebesar 87,91 persen. 
Terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan Provinsi lain, diperlukan langkah – langkah pemecahan masalah yang diantaranya sebagai berikut:
a. Menggali potensi dari berbagai sektor unggulan dan mengusulkan inisiatif program dan proyek kerja sama di berbagai jenis usaha dalam rangka mendorong dan memperluas kerja sama misalnya bidang infrastruktur, perdagangan dan investasi, pariwisata, sumber daya manusia dan pertanian, antar propinsi di tiga negara bertetangga.
b. Peningkatan kapasitas aparatur dan koordinasi baik antar dinas/instansi terkait, antar pemerintah pusat dan daerah, dan lintas sektor. 
c. Untuk dapat mempercepat realisasi kerjasama, perlu untuk memperkuat peranan sektor swasta (dunia usaha) sebagai engine of growth (melalui JBC) sehingga dapat mendorong inisiatif bisnis dari sektor swasta dan membangun kemitraan dan aliansi dengan sektor swasta Malaysia dan Thailand.
d. Meningkatkan peranan Sekretariat Daerah KESR IMT-GT dalam mengkoordinasikan kegiatan KESR IMT-GT, memonitor kinerja sektoral dalam implementasi program dan proyek yang diusulkan pada Roadmap IMT-GT, mengusulkan berbagai inisiatif dalam menunjang kerjasama ini dalam bentuk inisiatif program dan proyek dan menjaga komitmen, membangun kepercayaan dan rasa percaya diri dan membangkitkan rasa kebersamaan sebagai sebuah komunitas di wilayah IMT-GT.
e. Dukungan dana secara umum sudah optimal untuk kegiatan kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif disetiap forum kerjasama. Tingkat partisipasi yang tidak berkesinambungan dapat membuat jalur komunikasi dan koordinasi terkait tindak lanjut promosi dan kerjasama kurang maksimal yang pada akhirnya dapat membangun persepsi negatif terhadap citra promosi dan kerjasama yang telah dibangun.
c. Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi terkait penerapan kebijakan dan ketentuan penanaman modal kepada Instansi terkait dan Masyarakat Dunia Usaha selama 1 tahun dan Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur Bidang Penanaman Modal dalam 1 Tahun.
Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya yang menunjang Kinerja Bidang Penanaman Modal”, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:



Indikator Kinerja Sasaran 

	Uraian
	Satuan
	Target RENSTRA
	Realisasi
	Capaian % 

	
	
	
	Th. 2015
	

	Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi terkait penerapan kebijakan dan Ketentuan penanaman modal kepada Instansi terkait dan Masyarakat Dunia Usaha selama 1 tahun
	Kali
	9
	9
	100

	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur Bidang Penanaman Modal dalam 1 Tahun
	Angkatan
	4
	5
	125

	Jumlah Sarana dan Prasarana Publikasi dalam 1 Tahun
	Paket 
	4
	5
	125

	Persentase Capaian Sasaran ini adalah 
	116,6 %



Berdasarkan tabel di atas, pencapaian target untuk indikator “Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi terkait penerapan kebijakan dan Ketentuan penanaman modal kepada Instansi terkait dan Masyarakat Dunia Usaha selama 5 tahun” sebesar 100 persen. Tingginya Pencapaian ini dikarenakan adanya dukungan anggaran sosialisasi pada APBD-Perubahan selama kurun 5 (lima) tahun terakhir dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan forum komunikasi antara Instansi Penanaman Modal dengan Investor PMA/PMDN. Adapun faktor- faktor pendukung pencapaian indikator ini antara lain sebagai berikut:
a. Koordinasi dan konsultasi yang aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi.
b. Tingkat partisipasi aktif dari Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan pelaku usaha dalam setiap pelaksanaan sosialisasi.
c. Dukungan dana yang memadai sehingga kegiatan sosialiasasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Untuk persentase capaian target indikator “Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur Bidang Penanaman Modal dalam 1 Tahun” adalah sebesar 125 persen. Pencapaian ini ditandai dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada aparatur penanaman modal. Adapun faktor- faktor pendukung pencapaian indikator ini antara lain sebagai berikut:
a. Koordinasi dan konsultasi yang aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksaan pelatihan.
b. Tingkat partisipasi aktif dari Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
c. Dukungan dana yang memadai sehingga kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target awal.
Sedangkan persentase capaian target indikator “Jumlah Sarana dan Prasarana Publikasi dalam 1 Tahun” adalah sebesar 125 persen. Pencapaian ini ditandai dengan kegiatan penyediaan media promosi dan media informasi terkait publikasi penanaman modal. Media promosi disediakan dalam rangka mendukung kegiatan promosi baik didalam maupun luar negeri sedangkan media informasi sediakan dalam bentuk website yang dapat diakses oleh semua kalangan yang membutuhkan informasi penanaman modal. Adapun faktor- faktor pendukung pencapaian indikator ini antara lain sebagai berikut:
a. Ketersediaan data dari pihak – pihak terkait penanaman modal yang secara berkala di update dalam rangka penyediaan informasi kepada publik.
b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang meliputi perangkat hardware dan software.
c. Dukungan dana yang memadai sehingga penyediaan sarana dan prasarana informasi dan publikasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target awal.

Secara keseluruhan total persentase capaian sasaran “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya yang menunjang Kinerja Bidang Penanaman Modal” adalah sebesar 116,7 persen. Pencapaian ini jauh lebih baik dibanding periode sebelumnya. Keberhasilan dalam meningkatkan capaian kinerja untuk sasaran ini terjadi karena komitmen DPMPTSP Provinsi Bengkulu untuk terus meningkatkan kualitas penyediaan informasi dan penyebarluasan informasi kepada publik guna menarik investor baik didalam maupun luar negeri. Meskipun secara kuantitas, capaian kinerja sangat baik namun perbaikan dari segi kualitas harus terus dilakukan dengan terus mengadaptasi kemajuan teknologi informasi dan menyiapkan sumber daya manusia yang kompenten dibidang teknologi informasi.
Sedangkan untuk kinerja pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh KP2T Provinsi bengkulu terus ditingkatkan selama kurun waktu 2011-2015. 
Tabel 2.3.1 Jumlah Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan
	NO
	PERIODE
	JUMLAH PERIZINAN YG DILIMPAHKAN
	JUMLAH SEKTOR/OPD YANG MELIMPAHKAN

	1
	2011
	Belum ada pelimpahan wewenang
	-

	2
	2012
	14 IZIN
	7 SEKTOR

	3
	2013
	87 IZIN
	14 SEKTOR

	4
	2014
	95 IZIN
	14 SEKTOR

	5
	2015
	95 IZIN
	14 SEKTOR



Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan, upaya tersebut dilakukan KP2T  dimulai dengan Standar Operasional Prosedur  (SOP) pelayanan perizinan terpadu sehingga masyarakat penerima layanan akan memperoleh kepastian dalam pelayanan perizinan baik dari segi jenis layanan, dasar hukum, persyaratan, kepastian waktu  pemprosesan izin  dan kepastian biaya untuk masing-masing jenis izin yang berimbas pada meningkatnya nilai investasi yang ditimbulkan akibat dari kemudahan dalam proses penerbitan berbagai izin di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan identifikasi awal jumlah layanan perizinan yang telah diproses oleh KP2T Provinsi Bengkulu dari tahun 2011 s/d  2015 adalah :

	Tabel 2.3.2  Jumlah Perizinan Yang Telah Dikeluarkan KP2T

	

PERIZINAN KP2T
	
Tahun 2011
	
Tahun
2012
	
Tahun
2013
	
Tahun
2014
	
Tahun 2015

	
JUMLAH PERIZINAN YANG TELAH DIKELUARKAN KP2T

	
2.335
	
7.058
	
4.118
	
4.609
	
4.383


Data per 31 Desember  2015

	Demikian pula dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan alat ukur secara sistematis untuk mengevaluasi, baik kapasitas maupun kinerja sebuah instansi pelayanan perizinan terpadu. Evaluasi menggunakan survey kepuasan masyarakat menganalisis tidak hanya dengan indikator standar seperti volume penerbitan izin, jumlah persyaratan, serta waktu dan biaya perizinan. Survey kepuasan masyarakat menyediakan acuan capaian yang bisa dipakai untuk mengukur kemajuan yang dicapai terhadap realisasi perbaikan kinerja sebuah pelayanan perizinan terpadu.
Secara umum Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan studi pengukuran kualitas pelayanan dan kinerja pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu yang telah diterima oleh stakeholder atau masyarakat pemohon perizinan. Berdasarkan analisa dan pengolahan data yang disimpulkan dalam nilai indeks kepuasan masyarakat setelah dikonversi dengan skor rata-rata selama 5 (lima) tahun adalah 81,67 nilai interval konversi A tergolong dalam mutu pelayanan dengan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik. 
Penilaian Kinerja SKM yang dinilai dilakukan selama 4 (empat) kali dalam setahun atau per triwulan dengan sasaran obyek survey adalah para pemohon perizinan / non perizinan yang proses perizinan/non perizinannya telah selesai dan akan diambil oleh pemohon yang bersangkutan. Profil responden selama 5 tahun berturut-turut selalu diwakili oleh responden dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, pendidikan, kepentingan perizinan, dan pekerjaan. Perbandingan hasil SKM pada tiap tahun dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.3.3  Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 
	NO
	PERIODE
	NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI
	MUTU PELAYANAN
	NILAI IKM KUANTITATIF

	1
	2011
	74,57
	B
	Baik

	2
	2012
	80,12
	B
	Baik

	3
	2013
	86,37
	A
	SangatBaik

	4
	2014
	85,63
	A
	SangatBaik

	5
	2015
	84,00
	A
	Sangat Baik


	Data per 31 Desember 2015

	Di dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu juga melaksanaan pendampingan dan pembinaan terhadap PTSP Kabupaten / Kota Se-Provinsi Bengkulu dan turut aktif dalam berbagai forum PTSP baik Se-wilayah Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta Forum PTSP Se-Sumatera. Forum inilah yang kerap menghasilkan berbagai rekomendasi untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. PTSP Kabupaten/Kota yang berhasil dibina oleh KP2T Provinsi Bengkulu baik dari sisi peningkatan status kelembagaaan & dari segi pelimpahan kewenangan penandatangan perizinan antara lain :
a.	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur.
b.	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
c.	Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lebong.
d.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepahiang.
e.	Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong
f.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu.
g.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
h.	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.
i.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma.
j.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara.

Secara umum, hampir semua rencana anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik jika dilihat dari sisi keluaran (output). Sedangkan dari sisi manfaat (outcome), beberapa kegiatan perlu diperbaiki kualitasnya atau diganti dengan kegiatan-kegiatan lain agar bermanfaat dalam mencapai visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa mendatang. Selain itu, pembatalan kegiatan karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu dapat menjadi salah-satu faktor persentasi realisasi yang menurun. Karena itu, dalam lima tahun ke depan, peningkatan kualitas perencanaan kegiatan bidang penanaman modal perlu ditingkatkan. Lebih jelas tentang kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 (terlampir).
















2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
Tantangan merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/ organisasi yang dapat mempersulit tercapainya visi dan misi. Beberapa tantangan yang ada dalam mencapai target kinerja DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah: 
a. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum seluruh Dinas/Instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada PTSP Provinsi. Selain itu, PTSP Kabupaten/Kota belum seluruhnya menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur.
b. Right government policy di bidang penanaman modal diperlukan karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifnya kebijakan insentif dan tingginya biaya transaksi bagi dunia usaha, seperti tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. Upaya lain yang akan dilakukan untuk mengoreksi disharmonis peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah adalah memberikan fasilitasi penyelesaian masalah (debottlenecking) kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia.
c. Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik penanaman modal khususnya pasca diberlakukannya MEA. Saat ini, posisi daya saing tenaga kerja Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya, artinya Provinsi Bengkulu tidak dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja murah. Faktor lain yang kurang kompetitif terdapat dalam bidang infrastruktur, techno readiness dan financial market development.
d. Dalam hal pelayanan perizinan, tantangan yang harus dihadapi ke depan dalam usaha meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan adalah : Masih adanya perizinan dan nonperizinan yang belum dilimpahkan ke Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu, Belum terbitnya peraturan pelaksanaan daripada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebutuhan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manuasia aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan, Kualitas Pelayanan Perizinan dan nonperizinan yang professional, Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang memadai, Realisasi minat investasi di Provinsi Bengkulu dan masih terbatasnya anggaran unit pelayanan perizinan di Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi.
Di samping tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang secara makro yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah 
a. Potensi dan unggulan daerah yang masih banyak dan belum dikelola secara profesional secara tidak langsung membuka peluang investasi bagi calon investor nasional dan internasional untuk membuka usahanya dibengkulu.
b. Kondisi keamanan yang relatif stabil.
c. Penambahan alokasi anggaran setiap tahun ; 
d. Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN.
e. Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) IMT-GT.
f. Kerjasama antar daerah, regional maupun internasional.
Sedangkan peluang yang ada untuk dapat meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan :
a. Pelayanan perizinan satu pintu yang bidang penanaman modal dalam rangka menciptakan pelayanan prima bagi calon investor berbasis online dan terinegrasi melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik).
b. Dorongan akan pembenahan perizinan dan nonperizinan satu pintu yang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat.
c. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya kehadiran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
d. Semakin banyaknya peluang investasi yang ada di Provinsi Bengkulu.
e. Kualitas infrastuktur yang semakin meningkat


BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMTPSP Provinsi Bengkulu, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu saat ini. Beberapa masalah  baik secara eksternal maupun internal yang penting adalah :
a. Dengan penggabungan BKPMD Provinsi Bengkulu dan KP2T Provinsi Bengkulu menjadi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bengkulu, perlu segera ditiindaklanjuti dengan mobilisasi sarana dan prasarana pendukung agar kinerja pelayanan tidak terganggu.
b. Kelembagaan DPMPTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanaman modal, namun saat ini belum seluruh PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Gubernur/Bupati/Walikota. 
c. Terkait dengan Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan terpadu, masih terdapatnya regulasi yang kurang mendukung kegiatan perizinan dan non perizinan, Kurangnya koordinasi antara OPD Provinsi terkait perizinan dan nonperizinan sektor dengan OPD Kabupaten/Kota, belum terintegrasinya kebijakan pelayanan perizinan / nonperizinan dan penanaman modal pada BKPMD Provinsi Bengkulu, belum semua PTSP Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi utama perizinan/nonperizinan yaitu, pelayanan perizinan/nonperizinan, evaluasi penyederhanaan perizinan/nonperizinan dan pengendalian perizinan/nonperizinan serta belum terintegrasinya kebijakan pelayanan perizinan/nonperizinan dengan OPD sektor terkait perizinan/nonperizinan.
d. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang  pelayanan perizinan terpadu, masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan  perizinan/nonperizinan terpadu, belum optimalnya penggunan teknologi informasi terbaru dalam menunjang  pelayanan perizinan/nonperizinan, belum terbangunnya sistem informasi manajemen yang menunjang pelayanan perizinan/nonperizinan.
e. Penyelenggaraan PTSP lingkup Provinsi secara manual maupun elektronik, masih kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM yang di bidang pelayanan perizinan/nonperizinan, masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan/nonperizinan, belum dijalankannya SOP perizinan/nonperizinan secara menyeluruh, belum adanya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan/nonperizinan, kurangnya tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan/nonperizinan;
f. Terkait pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas pelayanan perizinan/nonperizinan, penyederhanaan dan pengembangan proses pelayanan perizinan/nonperizinan serta melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan terpadu satu pintu lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota, masih kurangnya kompetensi SDM aparatur penyelenggara pelayanan perizinan/nonperizinan dan belum adanya inovasi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan/nonperizinan.
g. DPMPTSP perlu secara aktif memfasilitasi percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis di daerah, sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Optimalisasi pembangunan infrastruktur oleh perusahaan BUMN dan keterlibatan investor swasta melalui KPS;
h. DPMPTSP perlu secara aktif memfasilitasi penanganan keluhan para investor tentang keamanan dan kenyamanan berinvestasi, berkoordinasi dengan pihak Kepolisian;
i. DPMTPSP perlu memantau secara aktif kawasan kawasan industri yang dikategorikan objek vital nasional;
j. DPMPTSP yang memiliki potensi gas perlu aktif memfasilitasi penyediaan bahan baku gas untuk industri dan untuk pembangkit listrik. Peningkatan fasilitasi percepatan izin – izin pelaksanaannya di daerah dan fasilitasi percepatan pembebasan lahan;
k. Saat ini Provinsi Bengkulu belum menyusun rancangan perda penanaman modal dan insentif daerah, sehingga belum dapat meningkatkan daya tarik bagi para investor ke Provinsi Bengkulu. Pemberian insentif daerah ini dapat dikaitkan dengan kriteria besaran penyerapan tenaga kerja lokal/daerah;
l. Kepastian hukum perlu terus diwujudkan untuk mendukung peningkatan minat investasi. 
m. Masih minimnya data potensi dan peluang investasi yang berbasis kajian di Provinsi Bengkulu;
n. Kepatuhan penyampaian LKPM perlu ditingkatkan karena belum semua penanam modal melaporkan kegiatannya dan belum semua sesuai dengan kondisi realisasi investasi yang sebenarnya. 
o. Koordinasi bidang penanaman modal (promosi dan program) lintas sektoral masih perlu ditingkatkan. 
p. Hubungan erat dan selaras antara pemerintah, bisnis, dan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan agar sumberdaya manusia yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. 
q. Kewirausahaan (enterpreneurship) perlu didorong sehingga menciptakan investasi lokal dan pembukaan lapangan kerja. 
r. Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Koperasi perlu terus didukung untuk memainkan peran penting dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat lokal. 
s. Pemberian insentif kepada masyarakat berupa peningkatan kompetensi dan bantuan permodalan perlu dilakukan dalam rangka peningkatan komoditas lokal. 
t. Ketersediaan lahan yang clean and clear perlu diupayakan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat/individu yang menguasai lahan.
u. Kantor-kantor perusahaan yang beroperasi di Provinsi Bengkulu belum menjadi representatif dari investasi yang ada, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan investasi.

3.2 TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu 2016 - 2021 yang ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021. Berdasarkan pada kondisi makro Provinsi Bengkulu, maka visi yang hendak dicapai tahun 2016-2021 adalah:
“Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi”.
Pemahaman  Bengkulu  maju,  sejahtera,  bermartabat, dan berdaya saing tinggi adalah  (1) terpenuhinya  kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif,  transparan,  dan  mengayomi; (3) mewujudkan masyarakat Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumberdaya yang ada, dan menjunjung  tinggi  martabat  bangsa; (4) meningkatnya  daya saing Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan.
Bengkulu  yang maju mengandung makna masyarakat Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat dan kearifan-kearifan lokal..
Bengkulu yang sejahtera mengandung makna masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta  terpenuhinya kebutuhan  jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang  berkeseimbangan  secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Bengkulu yang mampu memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  bersifat  hayati,  manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.
Bengkulu yang bermartabat mengandung makna masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang berkemampuan, dan berkompetensi serta memiliki keunggulan komparatif, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Visi ini dapat tercapai apabila masyarakat Bengkulu sudah maju dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani,dan  bermartabat  dalam  aspek kemampuan dan keunggulan diri.
Bengkulu  yang berdaya saing tinggi mengandung makna bahwa Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam tata kelola pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis, komoditas unggulan, kemaritiman serta kepemudaan dan keolahragaan.
DPMPTSP menjabarkan dan melaksanakan visi dan misi Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi DPMTPSP yang diamanatkan dalam Perda Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi. Penjabaran visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan oleh DPMPTSP adalah:
Bengkulu Maju dan Sejahtera, Masyarakat Maju dan Sejatera dari sisi ekonomi tercermin dari indikator: pendapatan perkapita yang tinggi, rendahnya pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas tenaga kerja,pengurangan kemiskinan serta distribusi pendapatan yang lebih merata.Penanaman Modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan visi tersebut. Melalui tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal.
Bengkulu Bermartabat dan Berdaya Saing, Masyarakat yang berkemampuan, dan berkompetensi serta memiliki keunggulan komparatif untuk menghadapi persaingan regional, nasional dan internasional. Kegiatan penanaman modal pada sektor – sektor produktif dan memperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah tidak hanya pada kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang dan jasa namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing daerah dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor antara lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, potensi market, ketersediaan SDA, kualitas dan ketersediaan SDM, ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan dan insentif.
Sedangkan untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun ke depan beserta peran yang dapat dimainkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Misi Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 adalah : 
Misi ke 1 Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik  Dan  Bersih  Melalui Reformasi  Tata Kelola Pemerintahan.
Misi ke 4 (empat) Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misi ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung investasi berdaya saing, berkelanjutan, merata dan berwawasan lingkungan. 
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan dengan melakukan reformasi tata kelola pemerintahan dengan sasaran sebagai berikut:
1. Birokrasi DPMPTSP yang bersih dan akuntabel, Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistemakuntabilitas keuangan dan kinerja, Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa dan penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
2. Birokrasi DPMPTSP yang efektif dan efisien melalui Penguatan agenda Reformasi Birokrasi nasional dan daerah dan peningkatan kualitas implementasinya, Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis, Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government, penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat, Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif,  Peningkatan kualitas kebijakan publik,  Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif, Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi dan Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
3. Birokrasi DPMPTSP yang memiliki pelayanan publik berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan (Implementasi UU Pelayanan Publik, Pemanfaatan ICT, Integritas dan kualitas SDM Pelayanan, Budaya pelayanan, Quick Wins) dan Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik (Penguatan monev kinerja, Efektivitas pengawasan, Sistem pengaduan, Penerapan reward and punishment)

Dalam rangka mendukung investasi yang berdaya saing, berkelanjutan dan merata dapat diwujudkan dengan berbagai cara sebagai berikut:
1. Meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di daerah, serta mendorong persaingan lebih sehat dan berkeadilan melalui: peningkatan kepastian hukum (regulasi dan deregulasi) terkait investasi dan usaha, melakukan penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di daerah terutama untuk sektor prioritas, melakukan pengembangan pelayanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha. Selain itu, pemberian insentif dan fasilitasi (berupa insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan terutama percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
2. Mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia PTSP baik ditingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota;
3. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (debottlenecking)
4. Serta diperlukan ajang forum investasi yang beranggotakan lintas dinas/instansi terkait dan lintas pemangku kepentingan yang secara berkala mengadakan pertemuan untuk mengatasi permasalahan investasi dan mencarikan solusi terbaik dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. 
5. Peningkatan iklim ketenagakerjaan dan iklim persaingan usaha perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengembangan infrastruktur yang strategis guna mendukung kegiatan penanaman modal menjadi hal yang paling utama.
6. Meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan
7. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi;
8. Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional yaitu meningkatkan PMA sektor prioritas, kerja sama penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama;
9. Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor infrastruktur, BKPM sesuai dengan perannya sebagai front office dan clearing house agent akan secara aktif memfasilitasi percepatan investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dari tahap perencanaan hingga financial closing. Daftar pengembangan infrastruktur prioritas tahun 2015-2019 secara lengkap baik yang akan didanai melalui APBN/APBD maupun yang akan ditawarkan kepada swasta;
Dalam rangka mewujudkan investasi yang berwawasan lingkungan (Green Investment) dalam dilakukan sebagai berikut:
1. Penanaman Modal perlu bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3. Pengembangan ekonomi hijau (green economy). 
4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir .
6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan
Misi di atas ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional 2014-2019 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam bagan berikut:
Tabel 3.1 
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI BENGKULU
	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2014– 2019
(NAWACITA)
	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU 2016 - 2021

	1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demo-kratis dan terpercaya
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan internasional
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa
9. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
	1. Pengentasan Kemiskinan & Perentasan Ketertinggalan (Prioritas 1)
2. Penguatan Komoditas Unggulan, Agro-Maritim & Hilirisasi (Prioritas 2)
3. Pengembangan Infrastruktur Strategi & Industrialisasi (Prioritas 3)
4. Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT (Prioritas 4)
5. Visit 2020-Wonderful Bengkulu (Prioritas 5)




Nawa Cita merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RENSTRA 2016-2021. Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.
b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program- program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.Terkait dengan dimensi pembangungan sektor unggulan, program dan kegiatan difokuskan kepada pembangunan peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa. Program dan kegiatan diarahkan kepada mendorong realisasi investasi PMA/PMDN dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi (Pro-Growth). Mendorong sektor – sektor pembentuk PDRB, seperti pertumbuhan industri baru, penambahan jumlah industri skala menengah dan besar, pembukaan lahan industri baru, mendorong meningkatnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang diukur dari realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu indikator makro ekonomi dan pembentuk PDRB Provinsi Bengkulu melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. 
Selain itu, dalam rangka pembangunan sektor unggulan, program dan kegiatan difokuskan kepada memperbanyak sumber investasi baru berbasis kajian/ studi kelayakan bisnis. Dimana peluang – peluang investasi sektor unggulan disajikan melalui data yang komprehensif dan terperinci sehingga memudahkan calon investor dalam menentukan minatnya pada proyek – proyek investasi yang diinginkan. 
Pelaksanaan promosi dan kerjasama bidang penanaman modal juga difokuskan kepada proyek – proyek unggulan provinsi bengkulu terutama pada sektor – sektor prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi.	

3.3 TELAHAAN RENSTRA BKPM 
Pengembangan bidang penanaman modal di Provinsi Bengkulu tidak terlepas dari prioritas pembangunan nasional 2014-2019 sebagaimana tersebut di atas terutama pada dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program- program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah Terkait dengan dimensi pembangungan sektor unggulan, program dan kegiatan difokuskan kepada pembangunan peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa. Program dan kegiatan diarahkan kepada mendorong realisasi investasi PMA/PMDN dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi (Pro-Growth). Mendorong sektor – sektor pembentuk PDRB, seperti pertumbuhan industri baru, penambahan jumlah industri skala menengah dan besar, pembukaan lahan industri baru, mendorong meningkatnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang diukur dari realisasi investasi PMA/PMDN di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu indikator makro ekonomi dan pembentuk PDRB Provinsi Bengkulu melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah-satu panduan dalam menyusun program dan kegiatan bidang penanaman modal di Provinsi Bengkulu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga ikut secara langsung memberi kontribusi dalam mendukung program-program BKPM di Provinsi Bengkulu, seperti dukungan pada kegiatan-kegiatan promosi, kerjasama antar daerah, sub regional, regional dan internasional, serta kegiatan perbantuan untuk meningkatkan pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 
Untuk itu, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselaraskan dengan Rencana Strategis BKPM yang diwujudkan dengan merancang program-program dan kegiatan-kegiatan yang serasi dengan mempedomani Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3.4 TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu dan RTRW Kabupaten/Kota akan menjadi acuan dalam pengembangan investasi di Provinsi Bengkulu ke depan. Pola ruang yang terbagi atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya akan menjadi pedoman penentuan lokasi investasi yang akan ditawarkan kepada calon-calon penanam modal. 
Kedudukan RTRWP adalah sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional, penyelaras bagi kebijakan penataan ruang kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang provinsi lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang provinsi, lintas kabupaten/kota, dan lintas ekosistem.
Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Bengkulu yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BKPMD Provinsi Bengkulu adalah membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dengan strategi penataan ruang antara lain sebagai berikut:
a. mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha yang berwawasan lingkungan disertai dengan peningkatan fungsi pengawasan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat; 
b. menyediakan informasi, sarana, dan prasarana penunjang investasi yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memberdayakan masyarakat setempat; 
c. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan. 
RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 juga telah menetapkan 4 kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Provinsi Bengkulu. Tujuan penetapan kawasan strategis ini bertujuan Menurut RTRW Provinsi Bengkulu, penetapan kawasan strategis Provinsi Bengkulu bertujuan untuk terwujudnya pertumbuhan wilayah Provinsi Bengkulu yang merata dan terpadu dengan ruang yang aman melalui pengembangan potensi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas pertanian sebagai sektor unggulan berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, yang meliputi
a. Kawasan Pulau Baai dan Linau sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi;
b. Pulau Enggano sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
c. Kawasan LAMBAITARITAM (Ngalam-Pulau Baai-Tapak Paderi-Sungai Hitam) sebagai kawasan strategis provinsi bidang sosial budaya, khususnya subbidang pariwisata;
d. Kawasan Ketahun dan Lais Giri Kencana sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi, khususnya subbidang pertanian (Kota Terpadu Mandiri/KTM);
e. Kawasan Lebong sebagai kawasan strategis provinsi bidang lingkungan; 
f. Kota-kota yang ditetapkan menjadi PKNp dan PKWp sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi, khususnya sebagai pusat pertumbuhan kawasan.
Penataan ruang investasi dalam suatu kawasan sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Bengkulu dapat mempermudah pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di Provinsi Bengkulu. Diharapkan dalam lima tahun seluruh kawasan investasi dapat dikaji secara komprehensif untuk ditawarkan kepada calon-calon investor potensial, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisa sistematis menyeluruh dan partisipatif dari semua pihak yang terkait (stakeholder). Dengan demikian kaidah pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dalam suatu kebijakan, perencanaan  atau program kegiatan perizinan yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang terjadi sering dipicu oleh aktifitas manusia dalam merealisasikan kegiatan perizinan yang telah diperoleh maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa disadari dapat memicu kerusakan lingkungan. Disamping itu pencemaran air, udara, B3 dan sampah yang cenderung meningkat dari tahun ketahun dapat menurunkan fungsi ekologis lingkungan serta berdampak negatif bagi masyarakat.
Upaya pengelolaan lingkungan dan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam mengoptimaslkan pengelolaan limbah, minimalisasi limbah serta kesadaran pemegang izin untuk menjaga kelestarian lingkungan sangat berperan. Aktifitas ekonomi dalam pembangunan masyarakat dunia usaha yang hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata, sering mengabaikan kepentingan menjaga fungsi lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan tidak ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang dikemudian hari dapat menimbulkan ketidakadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Penilaian pendiskripsian pengaruh terhadap isu pemberian izin pada program peningkatan pelayanan publik terdapat penilaian positif. Hal ini dapat dilihat pada isu kesenjangan sosial karena pembangunan di ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Di sisi lain nilai seni dan budaya daerah menjadi berkembang karena adanya akulturasi dan berbaurnya budaya asing dengan budaya lokal. Disamping itu dengan optimalnya produksi dan produktifitas pertanian dapat mengarah kepada penyediaan bahan baku industri yang mendukung industri pengolah hasil pertanian, pelayanan publik dan daya saing yang baik. 
Sedangkan penilaian negatif, yaitu pada isu kerusakan lingkungan. Akibat pembangunan di bidang ekonomi mendorong perubahan fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air. Disampimg itu pencemaran lingkungan dari kegiatan industri berpotensi menimbulkan polusi air dan udara maupun dampak lebih lanjut dapat terjadi bencana alam karena adanya alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan penatagunaan tanah, air maupun sumber daya alam lainnya. Dalam menjalankan program peningkatan pelyanan publik diperlukan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif atau resiko negatif atas pelaksanaan program tersebut. Hal ini dapat terlaksana antara lain melalui pemberian perizinan dan nonperizinan dengan komitmen yang tinggi dan konsisten. 
Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelestarian dan konservasi lingkungan hidup. Perkiraan pengaruh kumulatif kegiatan pelayanan perizinan/nonperizinan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, sebaliknya dapat pula menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, peran tim teknis pada Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mendukung konservasi dan perlindungan lingkungan akan memperoleh keuntungan berbalik dari kegiatan ekonomi yang berlangsung. Untuk itu dalam pelayanan pemberian perizinan dan nonperizinan perlu memperhatikan penetapan lokasi strategis demi kepentingan pembangunan berkelanjutan agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu. Selanjutnya dalam memotivasi para investor/pengusaha perlu kiranya arahan pemberian insentif dan arahan pemberian disinsentif di Provinsi Bengkulu. Dengan demikian bertambahnya kegiatan pembangunan dunia usaha, mengurangi potensi alih fungsi lahan, pemborosan kebutuhan energi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam, pencemaran air dan udara dapat dikontrol dan dikendalikan melalui pemberian perizinan/nonperizinan.

3.5 TELAHAAN TERHADAP ARAH KEBIJAKAN NASIONAL YANG TERTUANG DALAM RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 2012 – 2025.
Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk dua tujuan, yakni (i) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian, dan (ii) mempercepat peningkatan penanaman modal.  Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.  Kebijakan dasar penanaman modal diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Dokumen RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang dipromosikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah provinsi membentuk dokumen rencana umum penanaman modal provinsi.  Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengacu kepada Rencana umum penanaman modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) Bengkulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.  Sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1, acuan tertinggi perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 dan RPJM Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.  Kedua dokumen tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu dan peta jalan (Roadmap) RUPMP Bengkulu. Roadmap RUPMP sendiri merupakan penjabaran dari RUPMP Bengkulu yang penyusunannya mengacu kepada RUPM Nasional. Selanjutnya RUPMP menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan penanaman modal.
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Gambar 1.1.	Kedudukan RUPM dalam Perencanaan Provinsi Bengkulu
Dokumen Roadmap RUPMP selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Aksi RUPMP untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi setiap SKPD terkait dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.  Dalam proses implementasinya, pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam dokumen Rencana Aksi RUPMP melalui Renja SKPD akan menjadi perhatian Kementerian terkait dalam upaya menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun.  Dengan demikian, kedudukan RUPMP dalam sistem perencanaan Provinsi Bengkulu tidak hanya sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pemerintah pusat, melainkan juga sebagai input bagi pemerintah pusat dalam menyusun RKP Kementerian yang terkait dengan penanaman modal.
Adapun Arah Kebijakan Penanaman Modal yang tertuang dalam Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal
3. Fokus Pengembangan
4. Pangan, Infrastruktur, dan Energi
5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)
6. Pemberdayaan Usaha
7. Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
8. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal
9. Promosi Penanaman Modal.

3.6 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS
Berdasarkan telahaan di atas, Isu – Isu Strategis yang menjadi perhatian Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sesuai dengan isu – isu strategis daerah , yaitu 
a. Masalah Tata Kelola Pemerintahan yang  bersih dan baik (Clean and Good Governance).
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum seluruh Dinas/Instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada PTSP Provinsi. Selain itu, PTSP Kabupaten/Kota belum seluruhnya menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur.
b. Deregulasi  investasi yang berorientasi pada pengurangan ekonomi biaya tinggi melalui Peningkatan Kepastian Hukum terkait investasi dan usaha;
Right government policy di bidang penanaman modal diperlukan karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifnya kebijakan insentif dan tingginya biaya transaksi bagi dunia usaha, seperti tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. Upaya lain yang akan dilakukan untuk mengoreksi disharmonis peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah adalah memberikan fasilitasi penyelesaian masalah (debottlenecking) kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia
c. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Dukungan fasilitas teknologi informasi yang belum maksimal, jumlah tim teknis bidang perizinan yang belum memadai, belum berjalannya standar operasional prosedur dalam melayani perizinan/non perizinan. belum bisa melayani perizinan/non perizinan secara penuh berdasarkan tugas dan fungsi PTSP provinsi bengkulu, kurangnya dukungan instansi teknis dalam berkoordinasi dalam memberikan pelayanan administrasi perizinan, dinas/instansi teknis yang melayani perizinan masih memberlakukan mekanisme dan prosedur yang lama dalam proses perizinan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dalam menjalankan usahanya dan masih adanya beberapa jenis dan prosedur perizinan yang belum terakomodir dalam peraturan perundang undangan yang ada.
d. Permasalahan pengadaan tanah
Pengadaan Tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk Kepentingan Umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ BUMN/D. Pembangunan infrastruktur untuk Kepentingan Umum dapat dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha   Swasta melalui penugasan dan atas nama pemerintah, dimana nantinya biaya pengadaan tanah yang dilakukan oleh pihak swasta dapat dikonversikan sebagai penyertaan modal. Pemerintah mempunyai daya paksa dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk infrastruktur kepentingan umum melalui proses “Konsinyasi” di Pengadilan, tanpa menghambat proses pembebasan tanah di lapangan (UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
e. Permasalahan tenaga kerja
Perlunya pengaturan kenaikan upah yang terukur sehingga memberikan kepastian usaha bagi iklim investasi khususnya yang padat karya. Penerapan kenaikan upah buruh yang terukur (dengan formula yang disepakati) tidak ditetapkan setiap tahun tapi terdapat jangka waktu 3-5 tahun. Pengusulan konsep baru soal sistem pengupahan di Indonesia dimana akan ada 2 sistem pengupahan yaitu upah minimum dan upah di atas minimum. Upah buruh di bawah Kebutuhan Hidup Laik (KHL), maka kenaikan akan disesuaikan dengan inflasi atau kenaikan harga di tiap variabel KHL. Upah buruh di atas KHL, maka kenaikan upah buruh akan disesuaikan berdasarkan tingkat produktivitas. Implementasi program “Social Security” terhadap buruh untuk peningkatan kesejahtaraan (Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Pembangunan Rusunawa untuk Buruh, dll)
f. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Instansi Penanaman Modal Daerah perlu memantau secara aktif dan memfasilitasi percepatan pelaksanaan RTRW Kabupaten/Kota serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) nya. Instansi Penanaman Modal Daerah perlu memantau implementasi dari penerapan RTRW di lapangan agar sesuai dengan kondisi riil peruntukannya.
g. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Terampil (Skilled Labor)
Instansi Penanaman Modal Daerah perlu memantau perkembangan revitalisasi dan modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah. Peningkatan jumlah Politeknik/Sekolah Tinggi Kejuruan di berbagai daerah disesuaikan potensi investasi unggulan daerah. Peningkatan jumlah lulusan bidang science dan engineering di berbagai PTN/PTS daerah masing-masing. Setiap tenaga kerja asing  wajib membayar Dana Peningkatan Keterampilan Kerja (DPKK) sebesar USD 100 per TKA per bulan. Dana DPKK ini perlu dioptimalkan untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia
h. Penertiban Pungutan Liar (Premanisme) di Kawasan Industri
Instansi Penanaman Modal Daerah perlu meningkatkan penegakan hukum bagi pelanggar ketertiban dan keamanan terkait kegiatan penanaman modal (demo buruh) dan peningkatan jaminan keamanan bagi proyek-proyek PMA/PMDN. Instansi Penanaman Modal Daerah perlu secara aktif memfasilitasi penanganan keluhan para investor tentang keamanan dan kenyamanan berinvestasi, berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Instansi Penanaman Modal Daerah perlu memantau secara aktif kawasan kawasan industri yang dikategorikan objek vital nasional
i. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Instansi Penanaman Modal Daerah perlu secara aktif memfasilitasi percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis di daerah, sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Optimalisasi pembangunan infrastruktur oleh perusahaan BUMN dan keterlibatan investor swasta melalui KPS
j. Insentif Penanaman Modal Daerah
Saat ini Provinsi Bengkulu belum menyusun rancangan perda penanaman modal dan insentif daerah, sehingga belum dapat meningkatkan daya tarik bagi para investor ke Provinsi Bengkulu. Pemberian insentif daerah ini dapat dikaitkan dengan kriteria besaran penyerapan tenaga kerja lokal/daerah.

























BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Perumusan Visi yang dituangkan dalam Rencana Strategis ini diselaraskan dengan Visi RUPM Nasional dan RUPMP Bengkulu agar menjadi satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut: “Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”. Berasarkan Visi tersebut, penanaman modal nasional dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan negara yang mandiri, maju dan sejahtera.
Visi RUPMP juga harus mendukung VISI rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025, yakni “Provinsi Bengkulu yang Sejahtera, Adil dan Demokrasi Bertumpu pada Sumberdaya Manusia Unggul dan Bertaqwa Serta Perekonomian Kokoh”. Dan Visi Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 2016-2021, yakni “Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi”. Visi tersebut menginginkan masyarakat Bengkulu yang maju, sejahtera, bermartabat, adil dan demokrati yang akan dicapai melalui pemanfaatan keunggulan di bidang sumberdaya manusia yang berdaya saing. Dengan kata lain, faktor penggerak pembangunan Provinsi Bengkulu ke depan lebih mengandalkan sumberdaya manusia masyarakat yang unggul dan berdaya saingserta aparatur yang profesional dibandingkan sumberdaya alam.
Mengacu kepada Visi RUPM Nasional tahun 2014-2025 dan Visi RPJPD Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025 dan Visi Kepala Daerah 2016-2021, maka dirumuskan Visi BKPMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 sebagai berikut:
 “Peningkatan Investasi Berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Prima dengan Aparatur Profesional”.
Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu mengandung tiga kata kunci sebagai indikator penanaman modal, yakni:
Investasi berkelanjutan, adalah penanaman modal secara berkelanjutan pada Sektor Swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berdaya saing. Kata “berkelanjutan” dimaknai bahwa pengembangan investasi di Provinsi Bengkulu harus sesuai dengan potensi daerah serta memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Penguatan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan seperti usaha kecil dan menengah.  Ekonomi kerakyatan dapat pula diartikan sebagai ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya.  
Pelayanan Perizinan yang Prima, adalah menerapkan konsep mendahulukan kepentingan pelanggan (Customer Minded), Pelayanan dengan sepenuh hati, Pelayanan prima dengan pribadi prima, Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit dan Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan perizinan adalah hal yang terpenting .
Aparatur profesional, yaitu Aparatur DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang bisa menunjukan kinerja sesuai harapan masyarakat serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam meraih investasi berkelanjutan dan pelayanan publik yang prima dan profesional.
Sejalan dengan Kebijakan dan Strategi dengan mengacu kepada Prioritas Nasional dan Daerah serta Rancangan Umum Penanaman Modal dan agar tercipta keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan arah perencanaan nasional sehingga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.  Dengan demikian, yang menjadi arah kebijakan penanaman modal di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:
a.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal; 
b.	Pemrataan Penanaman Modal; 
c.	Konsentrasi Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi; 
d.	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan; 
e.	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); 
f.	Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan Pemberian Fasilitas, serta
g.	Promosi Penanaman Modal. 






Gambaran Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari Gambar berikut ini:
[image: ]
Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas dan dengan berpedoman kepada Visi Daerah, Misi DPMPTSP mengacu kepada Misi Daerah yang selanjutnya dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan tepat serta transparan.
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan/nonperizinan melalui aparatur profesional dan Pengembangan pelayanan berbasis teknologi.
3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dalam mendukung investasi yang berkelanjutan 
4. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing dan berkualitas.
Misi-misi yang di atas dijalankan oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu dalam mencapai visi organisasi yang dimulai dari perencanaan, identifikasi potensi unggulan daerah, promosi, penciptaan iklim yang kondusif, kerjasama investasi, penyederhanaan regulasi, pembinaan pada masyarakat, hingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Perencanaan bidang penanaman modal memerlukan keterlibatan berbagai sektor di bidang penanaman modal dan lintas kabupaten/kota. Ini berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan bidang penanaman modal di seluruh Bengkulu.
Menarik penanam modal untuk bersedia menanamkan modalnya di Provinsi Bengkulu perlu pula didukung dengan promosi yang baik dan kualitas penyajian promosi tersebut. Promosi yang dilakukan tidak hanya di dalam negeri saja tetapi juga kepada penanam modal di luar negeri. Keberhasilan promosi merupakan langkah awal dalam menarik investasi, karena secara prioritas para penanam modal dengan mudah mengetahui apa potensi Provinsi Bengkulu serta potensi yang akan dikembangkan untuk saat ini. Promosi merupakan sarana yang sangat baik dalam memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu. 
Selain itu, iklim berusaha yang kondusif sebab salah-satu persyaratan yang menonjol adalah tidak adanya gangguan keamanan. Iklim berusaha yang kondusif tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga terkait dengan peraturan-peraturan yang jelas dan tidak merugikan. Peraturan-peraturan tersebut perlu dipahami baik oleh aparatur DPMPTSP Provinsi Bengkulu maupun pihak dunia usaha, sehingga persepsi akan peraturan tersebut sama. Setiap peraturan juga jangan ada yang tumpang tindih karena akan menimbulkan keraguan bagi pihak dunia usaha. Karena itu, upaya meningkatkan kerjasama investasi perlu didukung oleh regulasi yang ramah terhadap investor.
Kewirausahaan juga perlu didorong untuk menciptakan investasi lokal dan pembukaan lapangan kerja. Tenaga kerja yang diharapkan adalah berasal dari Provinsi Bengkulu sendiri. Untuk itu, perlu pembinaan terhadap dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Diharapkan, ketergantungan pada tenaga kerja asing akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu akan merata dan meningkat.
Hal lain yang tak kalah penting adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pengumpulan informasi realisasi penanaman modal sesuai format LKPM tiap tiga bulan sekali (triwulan). Pengendalian ini akan memudahkan pemerintah dan masyarakat memantau perkembangan penanaman modal di daerahnya.
Upaya dalam pemberian pelayanan perizinan prima dengan aparatur yang profesional dilaksanakan dengan memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penguatan kelembagaan PTSP melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan atau menempatkan pejabat pernghubung (Liaison Officer/LO) dari masing–masing dinas/instansi di DPMPTSP, Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelengggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu, Peningkatan kapasitas aparatur PTSP dan perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih tanggap serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi melalui SPIPISE dan mendorong penanaman modal/pelaku usaha mengajukan aplikasi perizinan secara online dan memanfaatkan fasilitas tracking system. 

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
Tujuan dari misi-misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atas dirumuskan menjadi “Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik  Dan  Bersih  Melalui Reformasi  Tata Kelola Pemerintahan dan Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.”. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Pelayanan Perizinan Terpadu, Jumlah Jenis Perizinan/nonperizinan yang dilayani serta Jumlah Jenis Perizinan/Nonperizinan Yang Dilayani Secara Online.
2. Meningkatnya Investasi yang diukur melalui indikator kinerja Jumlah Kebijakan yang mendukung Perbaikan kemudahan memulai berusaha, Jumlah fasilitasi dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, Nilai Rencana Investasi yang disetujui per tahun, Persentase Laju Investasi pertahun dan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal, Jumlah Kesepakatan/Perjanjian kerjasama penanaman modal, Frekuensi Publikasi/ branding image investasi pada media publik skala nasional dan internasional, Profil Proyek yang siap ditawarkan dan Kajian yang mendukung penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Tabel 4.1 (terlampir) memperlihatkan tujuan, sasaran, dan target kinerja jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai indikator di atas. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ditunjukkan dalam tabel berikut.
	Tujuan
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja 

	Mewujudkan  Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Berkualitas

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Pelayanan Perizinan Terpadu
2. Jumlah Jenis Perizinan/nonperizinan yang dilayani.
3. Jumlah Jenis Perizinan/nonperizinan yang dilayani Secara Online.

	Mewujudkan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Berdayasaing
	Meningkatnya Investasi
	
1. Nilai Investasi (Trilyun)
2. Persentase Laju Investasi pertahun
3. Nilai Rencana Investasi yang disetujui per tahun.
4. Jumlah Kesepakatan/Perjanjian kerjasama penanaman modal.
5. Frekuensi Publikasi/ branding image investasi pada media publik skala nasional dan internasional.
6. Profil Proyek yang siap ditawarkan.
7. Kajian yang mendukung penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota sebagai upaya menyajikan data potensi real dan akurat.






4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
Penguatan investasi ditempuh melalui dua kebijakan yaitu Meningkatkan standar Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatkan Promosi Investasi, Memperbanyak Sumber & Jenis Investasi yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:
1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik, adapun rincian arah dan strategi yang ditempuh sebagai berikut:
a. Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik berupa :
· Meningkatkan layanan pengaduan permasalahan perizinan. 
· Penguatan kelembagaan DPMPTSP di Provinsi dan Kab/kota melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari dinas/instansi kepada DPMPTSP.
· Penyederhanaan, Standarisasi Prosedur dan Penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu.
· Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sektor – sektor prioritas melalui PTSP sebagi prioritas tahap pertama.
· Percepatan pemberian perizinan terutama di sektor – sektor prioritas.
· Pengembangan Sistem Perizinan Online untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mudah,cepat, murah dan transparan, melalui Pengembangan aplikasi elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada PTSP Provinsi.
· Penguasaan teknologi Informasi.
· Peningkatan Kapasitas aparatur DPMTPSP
· Perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih tanggap dan Perbaikan etos kerja.

2. Meningkatkan Promosi Investasi & Memperbanyak Sumber & Jenis Investasi, adapun rincian arah dan strategi yang ditempuh sebagai berikut:
a. Optimalisasi Pengelolaan Investasi
· Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal
· Penyiapan rencana penanaman modal yang terinegrasi antara sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktur;
· Penyiapan dan pengemasan informasi usulan proyek-proyek prioritas, pengembangan kawasan dan infrastruktur prioritas
· Penyusunan dokumen rencana penanaman modal antara lain peta peluang penanaman modal, daftar potensi unggulan dan prioritas daerah, profil proyek yang siap ditawarkan dan kajian yang mendukung penanaman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
· Monitoring, debottlenecking (mempersempit permasalahan) dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek – proyek strategis.
· Penyusunan rekomendasi kebijakan penanaman modal terutama untuk menjamin kepastian hukum
· Pendirian klinik investasi untuk menerima keluhan dan pengaduan terkait pelaksanaan investasi dan pelayanan perizinan 
· Pemberian reward and punishment terkait pelaksanaan kegiatan penanaman modal  
· Percepatan realisasi kegiatan penanaman modal 
· Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah dengan kebijakan pusat salah satu upayanya dengan penyusunan peta jalan harmonisasi regulasi terkait investasi.
· Deregulasi peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha.
· Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dijabarkan ke dalam rencana detail tata ruang (RDTR) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi
· Pemberian insentif dan fasilitasi investasi daerah yang selektif dan transparan
· Meningkatkan koordinasi dengan BKPM RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan DPMPTSP di Daerah
· Komitmen dalam mendorong implementasi roadmap RUPM Provinsi dan RUPM Kab/Kota
· Penyusunan rekomendasi penghapusan peraturan di daerah yang menghambat penanaman modal.
· Pendirian Forum Komunikasi Investasi Daerah yang beranggotakan lintas dinas/instansi dan lintas pemangku kepentingan terkait kebijakan investasi.
· Penguatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Investasi antara Pemerintah Daerah, Investor dan Masyarakat di Provinsi Bengkulu. 
· Pengembangan percepatan investasi Program Strategis Nasional
· Peningkatan efektifitas strategi dan upaya promosi melalui strategi direct and indirect selling (Pemasaran langsung dan tidak langsung).
· Pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas.
· Peningkatan keikutsertaan Kabupaten/kota dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah;
· Pemetaan Potensi Unggulan Daerah dan Penyusunan Rencana Detail Proyek Investasi siap Jual (Ready to offer).
· Peningkatan citra Bengkulu sebagai salah satu tujuan investasi nasional melalui Penguatan Branding Image Investasi Provinsi Bengkulu
· Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha Besar PMA/PMDN
· Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi regional, sub regional dan antar pemerintah daerah yang saling menguntungkan melalui kerjasama penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama.
· Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota sebagai upaya menyajikan data potensi real dan akurat.












 (
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	Visi : “Peningkatan Investasi Yang Berdaya Saing Serta Berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Prima & Profesional”



	Misi ke I (Satu) : Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan tepat serta transparan

	Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik  Dan  Bersih  Melalui Reformasi  Tata Kelola Pemerintahan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik
	Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik

	
	
	
	Penyederhanaan, Standarisasi Prosedur dan Penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu

	
	
	
	Peningkatan Investment Relation Unit/Unit Relasi Investasi (IRU) dalam rangka meningkatkan layanan pengaduan permasalahan perizinan

	
	
	
	Pelayanan Perizinan dan non perizinan mudah dan cepat


	
	
	
	Pendirian klinik investasi untuk menerima keluhan dan pengaduan terkait pelaksanaan investasi dan pelayanan perizinan 


	
	
	
	Peningkatan Investment Relation Unit/Unit Relasi Investasi (IRU) dalam rangka meningkatkan layanan pengaduan permasalahan perizinan





















	Misi ke II (Dua) : Mewujudkan Pelayanan Perizinan/nonperizinan melalui aparatur profesional dan Pengembangan pelayanan berbasis teknologi

	Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik  Dan  Bersih  Melalui Reformasi  Tata Kelola Pemerintahan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik
	Peningkatan Kapasitas aparatur DPMTPSP

	
	
	
	Perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih tanggap dan Perbaikan etos kerja.

	
	
	
	Meningkatkan koordinasi dengan BKPM RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan DPMPTSP di Daerah

	
	
	
	Pendirian Forum Komunikasi Investasi Daerah yang beranggotakan lintas dinas/instansi dan lintas pemangku kepentingan terkait kebijakan investasi.


	
	
	
	Penguatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Investasi antara Pemerintah Daerah, Investor dan Masyarakat di Provinsi Bengkulu. 


	
	
	
	Dukungan terkait penyediaan infrastruktur dasar penunjang kegiatan penanaman modal


	
	
	
	Dukungan sarana dan prasarana pendukung kinerja instansi penanaman modal dan PTSP daerah


	
	
	
	Pengembangan Sistem Perizinan Online untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mudah,cepat, murah dan transparan, melalui Pengembangan aplikasi elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada PTSP Provinsi.


	
	
	
	Pemanfaatan secara maksimal SPIPISE & LKPM Online terkait dengan perkembangan realisasi investasi oleh Investor dan Aparatur


	
	
	
	Penguasaan teknologi Informasi


















	Misi III (Tiga) : Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dalam mendukung investasi yang berkelanjutan

	Tujuan
	Sasaran Strategis
	Strategi
	Kebijakan

	Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misi ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung investasi berdaya saing, berkelanjutan, merata dan berwawasan lingkungan
	Meningkatnya Investasi
	Optimalisasi Pengelolaan Investasi
	Meningkatkan Promosi Investasi & Memperbanyak Sumber & Jenis Investasi

	
	
	
	Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal

	
	
	
	Penyiapan rencana penanaman modal yang terinegrasi antara sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktur;

	
	
	
	Penyiapan dan pengemasan informasi usulan sektor unggulan, proyek-proyek prioritas, pengembangan kawasan dan infrastruktur prioritas

	
	
	
	Penyusunan dokumen rencana penanaman modal antara lain peta peluang penanaman modal, daftar potensi unggulan dan prioritas daerah, profil proyek yang siap ditawarkan dan kajian yang mendukung penanaman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

	
	
	
	Peningkatan efektifitas strategi dan upaya promosi melalui strategi direct and indirect selling (Pemasaran langsung dan tidak langsung).

	
	
	
	Pemetaan Potensi Unggulan Daerah dan Penyusunan Rencana Detail Proyek Investasi siap Jual (Ready to offer).

	
	
	
	Peningkatan citra Bengkulu sebagai salah satu tujuan investasi nasional melalui Penguatan Branding Image Investasi Provinsi Bengkulu

	
	
	
	Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha Besar PMA/PMDN

	
	
	
	Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dijabarkan ke dalam rencana detail tata ruang (RDTR) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi





	Misi ke IV ((Empat): Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing dan berkualitas

	Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misi ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung investasi berdaya saing, berkelanjutan, merata dan berwawasan lingkungan
	Meningkatnya Investasi
	Optimalisasi Pengelolaan Investasi
	Meningkatkan Promosi Investasi & Memperbanyak Sumber & Jenis Investasi
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik rutin maupun yang spesifik bidang penanaman modal, dirancang di awal periode Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021. Semuanya memiliki indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun program dan kegiatan rutin adalah
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini dimaksudkan untuk penyediaan barang dan jasa perkantoran dengan beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun;
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
h. Penyediaaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
j. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
k. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
l. Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
m. Penyediaan Jasa Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun;
a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
b. Pengadaan Interior dan Meubeler Ruang Kerja dan Arsip Kantor
c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
e. Pengadaan Jasa Cleaning Service
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
h. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan aset lainnya
i. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
j. Pembangunan Gedung Arsip,Taman dan Tempat Parkir
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut pelengkap
b. Pengadaan Pakaian Khas Daerah
c. Pengadaan Pakaian Olahraga
4. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber daya Aparatur
a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
b. Penyusunan Dokumen Keuangan
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
a. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis usaha besar dan Usaha Menengah
b. Konsolidasi dan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 
d. Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) IMT-GT
e. Peningkatan Kerjasama dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Penanaman Modal
f. Forum Komunikasi dan Konsultasi Daerah
g. Forum Komunikasi dan Konsultasi Investasi dengan Pelaku Usaha PMA/PMDN di Provinsi Bengkulu (FORKOMKON)
h. Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah
i. Pelaksanaan Promosi Terpadu (Gelar Potensi Investasi Daerah, Seminar Investasi Nasional,  One on One Meeting, Trade Tourism and Investment Forum (TTI) dan Marketing Investasi Indonesia (MII), Annual Investment Meeting
j. Partisipasi Pameran Investasi dan Produk Unggulan Daerah
k. Publikasi Branding Image/Positioning Provinsi Bengkulu sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia di Media Cetak/Elektronik Nasional dan Internasional; 
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
a. Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal (Peta Investasi dan Grand Stategy)
b. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
c. Penyusunan Rencana Detail Profile Proyek (Detail Plan Bengkulu Investment Project profile).
d. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal PMA/PMDN di Provinsi Bengkulu
e. Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal 
f. Pembinaan, Monitoring dan Inventarisasi Perijinan Invetasi di PTSP se-Provinsi Bengkulu.
g. Fasilitasi/mediasi permasalahan di bidang penanaman modal melalui operasionalisasi tim satuan tugas (task force).
h. Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Proyek Investasi PMA/PMDN di Provinsi Bengkulu
i. Focus Group Discussion Bidang Penanaman Modal
8. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
a. Pelaksanaan Kajian Potensi Daerah
b. Pembuatan Brand Equity Provinsi Bengkulu (Region Branding); 
c. Pembuatan media promosi Investasi berbentuk baliho, tabloid info investasi, leaflet, brosur , CD dan lainnya.
d. Pengelolaan Klinik Investasi Provinsi Bengkulu
e. Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP
f. Workshop Promosi Investasi
g. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penanaman modal
9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan 
b. Penanganan dan Pemeriksaan kasus Pengaduan Masyarakat
10. Program Peningkatan Pelayanan Publik
a. Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/Nonperizinan Secara Elektronik
b. Pembinaan dan Rakor Penyelenggaraan PM & PTSP
c. Survey dan pemeriksaan prasyarat perizinan dan non perizinan
c. Monitoring Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD
d. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
11. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.
a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal




BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI BENGKULU 2016 – 2021.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021. Namun, ada beberapa perbaikan nomenklatur indikator yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dan sinkronisasi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kementerian Dalam Negeri atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal. Walaupun demikian, pengukuran kinerjanya tetap menggunakan apa yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021. Adapun indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016 – 2021 yaitu:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada  pelayanan perizinan terpadu.
2. Jumlah jenis perizinan/ nonperizinan yang dilayani
3. Nilai Investasi  (Rp trilyun)
Sedangkan Indikator Kinerja pendukung dan merupakan indikator kinerja dari Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021 yaitu:
1. Jumlah Jenis Perizinan Yang Dilayani Secara Online
2. Jumlah Kebijakan yang mendukung Perbaikan kemudahan memulai berusaha
3. Persentase Laju Investasi pertahun
4. Nilai Rencana Investasi yang disetujui per tahun
5. Jumlah Calon Investor Dalam dan Luar Negeri sebagai respon terhadap penyelenggaraan promosi per tahun
6. Jumlah Kesepakatan/Perjanjian kerjasama penanaman modal.
7. Frekuensi Publikasi/ branding image investasi pada media publik skala nasional dan internasional
8. Profil Proyek yang siap ditawarkan
9. Jumlah Sektor/Bidang Usaha
10. Kajian yang mendukung penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

IKU dihitung mengikuti ketentuan pada Lampiran I Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lebih rinci tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Tujuan dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.1(terlampir).



















BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 yang dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bengkulu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis ini wajib menjadi acuan bagi setiap Bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun progran dan kegiatan selama periode 2016-2021.
Rencana Strategis ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai alat evaluasi tiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur oleh aparatur pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKT). Tentu saja, dunia usaha dan masyarakat luas dapat memberi kontribusi bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna peningkatan investasi berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
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STATISTIK RENCANA INVESTASI PMA/PMDN 2011-2015 
dalam Milyar Rupiah
(Dihitung berdasarkan realisasi ijin investasi yang diterbitkan melalui SPIPISE Online)
TAHUN	
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